
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 77 TAHUN2018

TENTANG
PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN

PENERIMA ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

: a. bahwa Peningkatan Pengendalian Kelahiran melalui
Pelayanan KB kepada masyarakat khusus Pasangan

usia subur perlu didukung dengan dana, daya, dan

sarana yang memadai;

b.bahwa alat/obat Kontrasepsi pada fasilitas kesehatan
yang memberikan Pelayanan KB (Klinik KB) baik
Pemerintah maupun Swasta perlu diatur sedemikian

Rupa Sehingga tetap Tersedia dalam Jumlah yang

Memadai;
c.bahwa  Fasilitas   Kesehatan  (Klinik  KB)  yang

memberikan pelayanan KB dengan menggunakan

Alat/Obat Kontrasepsi Gratis (Disediakan Pemerintah
Pusat-BKKBN) yang ada di  Kota Ambon perlu
Ditetapkan dengan suatu Keputusan;

d.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan

Fasilitas  Kesehatan   Penerima Alat  Kontrasepsi

Tahun2018;
: 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik
Indonesia 1957 Nomor 80); sebagai Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1645);

2.Undang Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU



MEMUTUSKAN :
Menetapkan   :

KESATU: Menetapkan Fasilitas Kesehatan penerima alat kontrasepsi

tahun 2018 terlampir yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUAPelayanan KB yang menggunakan Alat/Obat/Kontrasepsi

yang disediakan Pemerintah (BKKBN) wajib memberikan
Laporan secara Tertulis Setiap bulan ke BKKBN Pusat
Melalui Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini DPPKB Kota
Ambon.

4.Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga   (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang
Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tanggannya
Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955  Nomor 30,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 809);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor  319 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5614);

9.Surat Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Nomor : S-101/MK.7/2017 tanggal 2
Juli 2017 tentang  Penyampaian  Proposal  DAK
Tahun 2017;

lO.Petunjuk  Teknis   Penggunaan  Dana  Bantuan

Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2017.



2018
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3O Jan.u^.ri

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA
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